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K egiatan pembangunan yang dil aksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif,
tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas
sebagal unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan
kendala pada eratinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk
menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jikatidak ditanggulangi akan
mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 70 industri yang punya andil membuang limbah ke badan
sungai tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mendapat perhatian dengan dibangunnyainstalasi
Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Karang Pilang yang merupakan proyek peningkatan kapasitas
pengelolaan air minum untuk mencukupi kebutuhan air minum di Surabaya atas bantuan Bank Dunia. Pada
tahun1988, dua di antara 70 perusahaan/industri yang diduga memberikan kontribusi pencemaran terhadap
Kali Surabaya diajukan ke pengadilan. Kedua perusahaan ini adalah PT Sidomakmur yang memproduksi
Tahu dan PT Sidomulyo sebagal perusahaan peternakan babi. Limbah dari kedua perusahaan ini dialirkan ke
kali Surabaya, dan diperkirakan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan,
penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan
setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu
perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali
Surabaya.

Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan,
sehingga perkaraini digjukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi
pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo
salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan
menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa

permasal ahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan
penerapan pasal, serta subyektivitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk
menyederhanakan, memudahkan dan meminimalisir unsur subyektivitas.

Tujuan penelitian ini adalah menetapkan model untuk menentukan prioritas teknik penyelidikan,
menentukan terjadi tidaknya pencemaran, menentukan pencemaran disebabkan oleh kesengajaan atau
kelalaian dan mengidentifikasikan kendala penyidikan.
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Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam upaya penegakan hukum sebagai bagian dari sistem
peradilan pidana. Criminal Justice System (CJS) dan Iebih memberikan kepastian hukum (jaminan
perlindungan hak) pihak yang terlanggar (korban pencemaran) maupun pihak yang melanggar. Sifat dari
penelitian ini adalah Studi Kasus, yakni kasus pencemaran kali Surabaya oleh PT Sidomulyo dan PT
Sidomakmur. Penentuan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya dua putusan yang berbeda,
pada tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padatingkat Kasasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperlukan berkaitan dengan aplikasi Proses Hirarki
Analitik(AHP)dan kendala penyidikan, sedangkan data sekunder diperlukan untuk mempertgjam
pembahasan hasil penelitian data primer.

Pengumpulan data dalam aplikasi AHP dilakukan terhadap populasi, yakni sebanyak 6 anggota POLRI
(sebagai aparat penyidik pada kasus tersebut) dan 14 orang responden dari 9 instansi yang terlibat.
Sedangkan untuk mengidentifikasi kendala penyidikan, di samping dilakukan pada 6 anggota POLRI
(sebagai aparat penyidik) juga dilakukan pada 5 orang pemerhati di bidang hukum dan lingkungan..
Pengambilan data terhadap pemerhati di bidang Hukum dan Lingkungan dilakukan dengan metode non
random sampling.

Metode analisis data yang dipakal adalah menggunakan Model AHP, prosesini dimulai dengan
mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukkan atau melengkapi dengan sebanyak mungkin detall
yang relevan yang akan digunakan sebagai faktor yang memberikan kontribusi. Sesuai dengan tujuan
penelitian, maka Model AHP dirumuskan dalam 3 kelompok hirarkis, hirarkis pertama adalah menentukan
prioritas teknik penyelidikan, hirarkis kedua adalah menentukan terjadi tidaknya pencemaran dan hirarkis
ketiga adalah menentukan pencemaran tersebut karenalalal atau sengaja. Sedangkan untuk
mengidentifikasikan kendala penyidikan digunakan metode deskriptif analitis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama (sesua dengan dergjat pentingnya)
penggunaan teknik penyelidikan dalam mendapatkan data/informasi awal dalam upaya menentukan tindak
pidana pencemaran lingkungan kali Surabaya adalah "teknik Surveillance”" dengan nilai 0,344, disusul oleh
teknik pemeriksaan dokumen (0,329). Berdasarkan proses AHP menunjukkan bahwa kegiatan yang
dilakukan oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur telah nyata mencemari lingkungan dengan nilai 0,763,
dan pencemaran tersebut telah nyata memenuhi unsur sengaja denga nilai 0,815. Kendala utama dalam
pelaksanaan penyidikan kasus tersebut adalah pasifnya petugas penyidik |apangan, peran BKKLH dan
Advokas LSM belum efektif, ruang gerak penegak hukum yang terbatas, ketidaksederhanaan perangkat
hukum yang ada, kemampuan penguasaan hukum aparat yang belum memadai.

<hr><i>Development activities carried out by Indonesia has not produced positive impact only, but negative
impact as well (pollution for instance). The producer has not included externalities as cost element in its
activities, so that another party has to bear the burden. Thisis a constraint in the "take off era’, becauseit is
related with the protection towards the right to enjoy a good and healthy environment. This pollution
problem, if it is not overcome instantly, it will threaten the everlasting living environmental function.

There are about 70 industries that have their respective shares in disposing waste into the river body along



the Surabayariver. Thisissue has received ever increasing attention with the establishment of the Drinking
Water Management Installation (PAM) in the Karang Pilang area, The project is to increase the drinking
water management capacity to satisfy the need for drinking water in Surabaya with the aid of the World
Bank. In 1988, two out of the 70 enterprises/industries that were suspected of polluting the Surabayariver,
were sent to court. They were PT Sidomakmur, which produced tofu and PT Sidomulyo, apig raising
enterprise. The wastes Of the two enterprises were disposed of into the Surabaya river and suspected to have
polluted the living environment.

To prove that an act has caused pollution, an investigation need to be carried out. Thisinvestigation was
undertaken by the police (POLRI). For that purpose, besides the ability and tenacity of each and every
officer, amodel is also needed that can be used to determine whether or not an act has complied with the
provision of an article of law (article 22 Act No 4 year 1982) as was the case of the Surabayariver.

The police (investigator) concluded that pollution did occur intentionally so that the case was brought to the
Sidoardjo Court of law. However, the Judge decided that no pollution took place. Whereas the Supreme
Court considered that the Sidoardjo Court of Law has mis-applied the Law. Hence, the Supreme Court
decided that the act was proven beyond the reasonable doubt that the living environment was polluted due to
negligence. This difference showed that living environment is a complex issue, intricate in providing proofs
aswell as application of the articles of Law. In addition, the subjectivity of the decision maker is reasonably
high, so that a medium needs to be invented to simplify, facilitate and minimize the element of subjectivity.

The objective of this study is to formulate a model to determine investigation technique priority, to
determine the occurrence or non-occurrence of pollution to determine the pollution was caused intentionally
or due to negligence and to identify the constraints of investigation. This study is hoped to provide input
towards endeavours of Law Enforcement as part of the Criminal Justice System. What is more, it is hoped to
provide a more definite legal certainty (guaranteeing rights protection) to both the affected party (pollution
victim) as well asthe offender.

The nature of this study is a case study, namely the Surabaya river pollution by PT Sidomulyo and PT
Sidomakmur. The determination of this case was based on the consideration that there were two different
decisions made, namely at the Sidoardjo Court of Law and at the level of the Supreme Court. The data
needed in this study were both, primary data and secondary data. The primary data needed were related to
the application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and investigation constraints. Whereas, the
secondary data needed was to focus the discussion on the results of the primary data. Data collection in the
AHP application was carried out towards the population, namely 6 Police Officers (asinvestigators of the
case in question) and 14 respondents of 9 related institutions. Whereas, to identify the investigation
constraints, besides the 6 Police Officers, 5 observersin the legal and environmental fields were also
included. Data collection of the latter were carried out by using the non-random sampling method.

The method of data analysis used was the Analysis Hierarchy Process (AHP) model. In this process, strict
situational definition was theinitial step, thence additions or supplementing with as many relevant details as
possible to be used as factors that provide contributions. In accordance to the objective of the study, the Alf?



model was formulated into 3 hierarchical groups. The first hierarchy isto decide the investigation technigue
priority, the second hierarchy isto decide the occurrence or non-occurrence of pollution and the third
hierarchy isto decide whether the pollution was caused by negligence or intentionally _ Whereas, to identify
the investigation constraints, the descriptive analysis method was used.

This study concluded that the first priority (according to the degree of data/information in efforts to
determine environmental pollution criminal act of Surabaya river was the "Surveillance Technique" with a
value of 0.34-4, followed by documents investigation technique (0.329). Based on the AHP process, it was
disclosed that the activities conducted by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur were obviously polluting the
environment with avalue of 0.763. The pollution in question was in fact complying with the intentionally
element with avalue of 0.815. The main obstacle in the implementation of the case investigation was the
passivity of the field investigating officer, the role of BKKLH and NGO advocacy that were not yet
effective, the limited law enforcement space to move, the presence of non-simplified legal system, the
inadequate and inability of the legal apparatusin the mastery of the trade.</i>



